
 

 
 

 
BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU  
 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 34 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 
Menimbang :  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Daerah Nomor  10 Tahun 2016, tentang Pertanggung 
jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati Bengkulu Utara tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai rincian 
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015. 

 

 
Mengingat 

 

 
: 
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2 
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Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan          

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1091 );  

 
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286 ); 
 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
 

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400 ); 

SALINAN 
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4022); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028 ); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155 ); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4503 ); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah ; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor          

1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 1); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah  Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015  

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 
Nomor 10 ). 

  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2015. 
 

Pasal 1 
 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri dari : 

 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.     52.346.689.050,60 
b. Transfer Pusat/Dana Perimbangan Rp.   778.164.938.536,00 

c. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Rp.   155.372.533.000,00  
d. Transfer Pemerintah Provinsi Rp.     24.590.835.591,01 
e. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.                            0,00 

                             
                                 Jumlah Pendapatan Rp. 1.010.474.996.177,61 

 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp.  438.191.503.986,00 
2) Belanja Subsidi Rp.         645.200.000,00 

3) Belanja Hibah Rp.    31.675.372.550,00 



  

 
 

 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp.         110.000.000,00 
5) Belanja Bagi Hasil Rp.      1.229.500.000,00 

6) Belanja Bantuan Keuangan Rp.  123.289.807.951,91 
7) Belanja Tak Terduga Rp.                           0,00 

 
                                           Jumlah Rp.  595.141.384.487,91 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp.    27.162.437.200,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.  221.028.854.515,00 

3) Belanja Modal Rp.  146.016.327.685,51 
                                           Jumlah Rp.  394.207.619.400,51 

 
                   Jumlah Belanja Rp.  989.349.003.888,42 

                          
 Surplus/(Defisit) Rp.   21.125.992.289,19 
 

 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp.   112.392.796.604,01 
b. Pengeluaran Rp.       1.000.000.000,00 

 
      Jumlah Pembiayaan Neto Rp.   111.392.796.604,01 
 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
 Rp.    132.518.788.893,20 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini. 
 

Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

 
Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 5 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

 



  

 
 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara. 
 

Ditetapkan di  Arga  Makmur 
pada tanggal,  4 November 2016 

 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 

ttd 
 

M I A N 
Diundangkan di Arga Makmur 

Pada tanggal, 5 November 2016                     
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 
 

ttd 
 

SAID IDRUS ALBAR 
   
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 35 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

 
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM 

Setdakab.Bengkulu Utara 

        
ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.         
NIP.19690423 200212 1 003 

 


